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Pendahuluan
Korupsi adalah masalah yang kompleks dan keberlanjutan di Indonesia. Korupsi bisa saja
mengakibatkan goyahnya kestabilan keuangan negara, merugikan keuangan negara, dan serta
menghambat laju perekonomian di Indonesia. Tiga bupati Sidoarjo telah terlibat dalam kasus korupsi
dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, menunjukkan masalah mendasar dalam tata kelola
pemerintahan di kota sidoarjo.

• Kasus Pertama ialah Win Hendrarso adalah Bupati Sidoarjo dari tahun 2000 hingga 2010. Ditangkap
pada tahun 2013

• Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2021, adalah subjek kasus kedua. Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Saiful Ilah pada tahun 2020 dan 2023.

• Kasus terbaru adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang menjabat sejak 2021 dan ditangkap
pada bulan April 2024

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi oleh kepala daerah di
Sidoarjo dari Win Hendarso, Saiful Illah, dan Ahmad Ali Mudhlor dalam perspektif hukum administrasi
negara.

Manfaat Penelitian ini adalah dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun
strategi yang lebih efektif untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan daerah Sidoarjo.
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Gap (Kebaharuan)
Terkait penelitian tentang “Korupsi Kepala Daerah” ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan,
menurut

▪ Moh. Djatmiko (2024) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala
Daerah (Gubernur, Bupati / Walikota) Di Indonesia”.

▪ Fifink Praiseda Alviolita, Adiansyah Nurahman, dan Hartanto (2023) dengan judul “Fenomena Kepala Daerah
Berprestasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi”.

▪ Nursasi Ata (2022) dengan Judul “Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Study Kasus Korupsi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang”.

Dari adanya penelitian yang saat ini belum ada yang membahas penelitian terkait studi tentang perkembangan
korupsi oleh kepala daerah di Sidoarjo dalam perspektif hukum administrasi negara. Dilakukan dari jaman Win
Hendarso, Saiful Illah, dan yang terakhir Ahmad Mudhlor Ali. Penelitian ini membahas terkait syarat pengenaan
tindak pidana korupsi, serta putusan korupsi bagi ketiga bupati Sidoarjo sudah tepat atau belum, dan jenis
pelanggaran yang dilakukan ketiga bupati tersebut sehingga di pemidanaan kasus tindak pidanan korupsi.
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Isu Hukum

a.Bagaimanakah syarat pengenaan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum administrasi?

b.Apakah putusan korupsi bagi bupati sidoarjo sudah tepat berdasarkan hukum administrasi?

c.Apa jenis pelanggaran administrasi yang dapat dijadikan dasar pemidanaan bagi tindakan kepala
daerah sidoarjo?
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Metode

Metode penelitian hukum normatif.

• mengkaji fenomena-fenomena baru berdasarkan penelitian dokumen

• menggunakan peraturan hukum sebagai landasan hukum

• pendapat para ahli hukum.

Dalam metede penelitian hukum normatif, saya menggunakan pendekatan
diantaranya ialah

• Pendekatan studi kasus (Case Approach), dan

• Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)
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A. Syarat dan dasar pengenaan tindak pidana korupsi perspektif hukum administrasi

1. Syarat dan dasar pengenaan tindak pidana korupsi

• harus terpenuhinya unsur hukum yang bersifat formil dan materil.

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan KUHP.

2. Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara

• Diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan pejabat publik maupun aparatur
negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang merugikan negara atau merugikan
kepentingan umum. Korupsi sering dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran pada prinsip good
governance (transparansi, akuntabilitas, dan integritas).

• Korupsi menurut Hukum Administrasi Negara (HAN), merupakan bentuk penyimpangan pemerintahan yang
serius dan sah secara hukum.

• Dalam hukum administrasi negara, korupsi dapat dilihat melalui berbagai doktrin
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B. Putusan korupsi bagi bupati Sidoarjo perspektif Hukum Administrasi

Berikut ini rekapitulasi ringkasan mengenai kasus korupsi yang menjerat tiga bupati Sidoarjo,
mencakup periode masa jabatan, bentuk tindak pidana, pertimbangan hukum, putusan akhir, dan
pasal yang dijatuhkan, guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap pola pelanggaran
serta tingkat akuntabilitas hukum masing-masing kepala daerah.



8

Daftar kasus korupsi Tiga Bupati Sidoarjo
NO NAMA BUPATI MASA 

JABATAN

KASUS KORUPSI PERTIMBANGAN PASAL YANG 

DIKENAKAN

PUTUSAN / PETITIUM

1. Win Hendarso 2000-2010 Korupsi uang kas 
daerah sebesar Rp2,3 

Miliar pada tahun 2005 
& 2007

Menilai bahwa perbuatan terdakwa 
terbukti menyalahgunakan wewenang 

sebagai kepala daerah dengan cara yang 
bertentangan dengan prinsip good 

governance. Penyimpangan dana tersebut 
mengakibatkan kerugian negara, 

menunjukan lemahnya akuntabilitas dan 
transparansi dalam pengelolaan keuangan 

daerah

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 
18 UU No. 31 Tahun 1999 
jo UU No. 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo 

pasal 55 ayat (!) ke-1 
KUHP serta Pasal 65 ayat 
(1) KUHP, serta Pasal 3 jo 

Pasal 18 UU Tipikor

5 tahun penjara dan 
denda sebesar Rp200 
Juta subsider 6 bulan 

kurungan

2. Saiful Illah 2010-2021 Kasus 1: Kasus suap 
pengadaan infrastruktur 

sebesar Rp600 Juta 
pada tahun 2020

Kasus 2: Kasus gratifikasi 
mendapatkan 

keuntungan mencapai 
Rp44 Miliar pada tahun 

2023

Tindakan tersebut mencerminkan 
ketidakpatuhan terhadap asas transparansi 

dan akuntabilitas dalam administrasi 
pemerintahan, terutama dalam proyek 
infrastruktur yang sarat dengan banyak 

konflik kepentingan. 

Pasal 11 UU RI No. 20 
Tahun 2001 tentang 

pemberantasan tindak 
pidana korupsi jo pasal 

55 ayat 1 ke-1 KUHP 
(kasus 2020)

Pasal 12B UU RI No. 20 
Tahun 2001 jo pasal 65 
ayat (1) KUHP (kasus 

2023)

Kasus 1: Vonis penjara 
selama 3 tahun

Kasus 2: Vonis penjara 
selama 5 tahun, 

denda Rp500 Juta 
subsider 3 bulan 

kurungan dan 
kewajiban membayar 
uang pengganti Rp44 

Miliar

3. Ahmad Mudhlor Ali 2021-2025 Dugaan pemotongan 
dana Insentif ASN 

sebesar Rp2,7 Miliar 
pada tahun 2024

Tindakan pemotongan dana insentif yang 
dilakukan oleh Ahmad Mudhlor Ali tanpa 
ada dasar hukumnya yang menunjukan 

pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas 
dan kepastian hukum

Pasal 3 UU No. 20 Tahun 
2001 tentang tindak 
pidana korupsi dan 
pasal 17 UU No. 30 

Tahun 2014 tentang 
administrasi 

pemerintahan

Vonis penjara selama 
4 tahun 6 bulan
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a). Win Hendarso

• Aspek wewenang

Bupati Sidoarjo yakni Win Hendarso menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah tanpa mengikuti prosedur yang sah dan
melanggar prinsip-prinsip good governance seperti legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, tindakan yang dia lakukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran
administrasi. Selain itu, tindakannya termasuk dalam maladministrasi karena melibatkan penyimpangan dari wewenang hukum (ultra vires) dan bertentangan dengan
prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, hakim memutuskan bahwa tindakannya tidak memenuhi unsur-
unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena tidak terbukti adanya niat memperkaya diri sendiri atau kerugian negara, terutama
karena dana yang dipermasalahkan telah dikembalikan ke kas daerah sebelum proses hukum dimulai.

• Aspek Prosedur

Sebagai bupati Sidoarjo, tindakan Win Hendarso menunjukkan pelanggaran administrasi karena penggunaan dana kas daerah dilakukan tanpa mengikuti
prosedur pengelolaan anggaran yang sah, seperti perencanaan, persetujuan DPRD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yang seharusnya termasuk dalam sistem
APBD. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan penyalahgunaan diskresi, yaitu penggunaan kewenangan secara sepihak untuk tujuan yang tidak sesuai dengan
kepentingan daerah. Karena mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, perbuatannya secara eksplisit termasuk dalam kategori maladministrasi karena
melanggar tahapan formal dalam tata kelola keuangan daerah dan menyebabkan proses administrasi berjalan di luar batas hukum dan tata kelola yang seharusnya.
Meskipun telah terjadi penyimpangan administratif yang signifikan, keputusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan Win Hendarso tidak memenuhi unsur pidana
korupsi karena tidak ada niat memperkaya diri dan tidak terbukti adanya kerugian negara secara nyata dan dana yang digunakan telah dikembalikan ke kas daerah
sebelum proses hukum dimulai

• Aspek Substansi

Secara substansi, tindakan administratif harus menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena
kebijakan dan keputusan yang dibuat tidak mencerminkan nilai-nilai dasar hukum administrasi negara, seperti keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan
kepastian hukum. Maka tindakan Win Hendarso sebagai bupati Sidoarjo dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Kesalahan dalam
menggunakan dana kas daerah tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran terhadap dasar kebijakan publik yang seharusnya mengutamakan
kepentingan umum. Karena tindakannya telah menyalahgunakan kepercayaan publik (melanggar prinsip kepercayaan) dan melanggar legitimasi
moral dan hukum pemerintahan daerah, tindakannya dikategorikan sebagai maladministrasi dalam konteks ini. Substansi kebijakan yang diterapkan
bahkan tidak menguntungkan masyarakat dan bahkan merugikan integritas kelembagaan.
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b). Saiful Illah

• Aspek wewenang

tindakan Bupati Saiful Illah terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena ia menggunakan jabatannya untuk
menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah
Kabupaten Sidoarjo. Dalam sistem pemerintahan daerah, bupati tidak memiliki wewenang langsung untuk menentukan pemenang
proyek atau menerima imbalan atas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, tindakan ini berada di luar kewenangan yang sah
dari bupati. Dia dianggap melampaui batas kekuasaan yang sah karena menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, tindakan ini melibatkan maladministrasi karena melanggar prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan
umum yang seharusnya mendasari penggunaan kewenangan pejabat publik. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung
dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Saiful Illah menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi daripada
untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan atau detournement de pouvoir

• Aspek Prosedur

Bupati Saiful Illah telah melakukan pelanggaran administrasi karena campur tangannya dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai
dengan mekanisme formal yang ada dalam sistem administrasi pemerintahan. Proses lelang proyek infrastruktur harus dilakukan secara objektif dan
transparan oleh unit teknis melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik), bukan karena intervensi kepala daerah. Saiful Illah melanggar
prosedur dengan menerima imbalan dari pihak rekanan proyek, padahal bupati tidak memiliki otoritas administratif untuk memilih pemenang lelang atau
memberikan proyek kepada individu tertentu.

• Aspek Substansi

Bupati Saiful Illah melakukan pelanggaran administrasi karena menerima suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan melanggar prinsip
dasar administrasi pemerintahan yang baik. Kepentingan umum, keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum harus menjadi fokus substansi kebijakan
publik. Karena ia menyalahgunakan kepercayaan publik dan melanggar prinsip kepercayaan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori
maladministrasi. dia terbukti melanggar Pasal 11 dan 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerima suap
dan gratifikasi. Selain substansi kebijakannya yang menyimpang, ada juga unsur mens rea, atau niat jahat, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok
tertentu, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.



11

c). Ahmad Mudhlor Ali

• Aspek wewenang

Dikarenakan mengurangi dana insentif ASN tanpa dasar hukum yang sah, Ahmad Mudhlor Ali dapat dikatakan sebagai melakukan tindakan melanggar administrasi.
Meskipun bupati memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah, tindakan tersebut melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang, melanggar asas legalitas dan
akuntabilitas. Perbuatannya juga termasuk dalam kategori maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan publik terjadi ketika insentif
dikurangi tanpa mekanisme hukum yang jelas. Selain itu, bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk transparansi, keadilan, dan kepastian hukum.
Sesuai dengan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, layak dipidana korupsi.

• Aspek Prosedur

melanggar prosedur administratif dengan memotong insentif ASN tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme anggaran yang sah. Peraturan tersebut sudah
diatur dalam peraturan daerah dan Permendagri yang menetapkan transparansi, persetujuan DPRD, dan sistem distribusi yang jelas. Namun tidak dilakukan oleh
Ahmad Mudhlor Ali. Perbuatannya juga termasuk maladministrasi karena dia tidak akuntabel, tidak transparan, dan mengabaikan prosedur hukum. Pemotongan dana
secara sepihak tanpa payung hukum menunjukkan penyimpangan dari standar pelayanan publik yang baik dan pelanggaran terhadap prinsip due process dalam
administrasi pemerintahan.

• Aspek Substansi

kebijakan pemotongan insentif ASN yang dibuat Bupati Ahmad Mudhlor Ali terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena bertentangan dengan
prinsip-prinsip dasar administrasi publik seperti akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan. Ini juga termasuk dalam kategori maladministrasi karena
menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, melanggar prinsip kepercayaan masyarakat (vertrouwensbeginsel), dan merusak integritas dan kredibilitas
birokrasi pemerintahan. , tindakan Ahmad Mudhlor Ali layak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
karena niat memperkaya diri sendiri dan kerugian keuangan negara yang signifikan
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C. Pelanggaran administrasi sebagai pintu bagi pengenaan tindak pidana korupsi oleh kepala
daerah

Pengenaan tindak pidana korupsi yang menjadi awal pengenaan terhadap kepala daerah didasarkan oleh
terpenuhinya unsur-unsur hukum, dari aspek administratif hingga pidana. Dengan titik berat pada
penyalahgunaan wewenang, adanya niat meperkaya diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian
negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 mengenai unsur-unsur meliputi :

• Unsur subjektif (mens rea) yakni adanya niat jahat atau kesengajaan pelaku untuk menyalahgunakan jabatan

• Unsur objektif yaitu adanya penyalahgunaan wewenang / jabatan, adanya kerugian keuangan negara,
penerimaan suap / gratifikasi / hadiah yang terkait jabatan, dan perbuatan melawan hukum seperti melanggar
UU, melanggar prosedur administrasi, dan prinsip good governance.

Dalam hukum administrasi negara, tindakan seseorang dapat dianggap melakukan pelanggaran jika
melampaui batas kewenangan yang sah (cacat wewenang), melanggar prosedur formal (cacat prosedur),
atau bertentangan dengan prinsip keadilan, kepentingan umum, dan akuntabilitas (cacat substansi).
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Kesimpulan
Berdasarkan telaah dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi, ketiga Bupati Sidoarjo Win Hendarso,

Saiful Illah, dan Ahmad Mudhlor Ali telah melakukan pelanggaran administratif yang mencerminkan lemahnya
tata kelola pemerintahan daerah. Dalam kasus Win Hendarso, ditemukan bahwa ia telah melebihi batas
kewenangannya dalam mengelola keuangan daerah serta mengabaikan prosedur penganggaran yang sah.
Selain itu, kebijakan yang diambil tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan publik. Namun
demikian, karena tidak ditemukan unsur niat jahat maupun kerugian negara yang nyata, perbuatannya tidak
memenuhi syarat untuk diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan itu, terbukti bahwa Saiful Illah secara terang-terangan menyalahgunakan otoritasnya
untuk menerima suapan dan gratifikasi. Selain itu, itu melanggar persyaratan prosedur pengadaan barang dan
jasa. Kebijakan mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Seluruh unsur dalam
tindak pidana korupsi terpenuhi dalam kasus ini, sehingga ia pantas untuk dikenai hukuman pidana.

Sementara itu, Ahmad Mudhlor Ali didapati telah melampaui kewenangannya dengan memotong insentif
ASN tanpa dasar hukum yang sah. Tindakannya menyimpang dari prosedur yang berlaku dan secara substansial
merugikan hak ASN serta keuangan negara. Dalam hal ini, tidak hanya terjadi pelanggaran administratif dan
praktik maladministrasi, tetapi juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, ketiga bupati tersebut memperlihatkan pola penyalahgunaan kekuasaan yang berbeda-
beda bentuknya. Namun tingkat pertanggungjawaban hukum mereka bervariasi, tergantung pada sejauh
mana unsur hukum dalam kasus masing-masing dapat dibuktikan secara sah.
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